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ABSTRACT

Aim of this research is to explore extent which relationship between state and zakah in
realizing ideals of zakah legal Islamic low. Examined from al-maqashid ash-sharia,
jurisprudence, historical, and application in three countries, in order to search for a formula
that is most conducive to optimizing the role of zakah. This research use qualitative methods.
Begin extracting the information of zakah payment pattern in society, involving 200
respondents randomly which is then combined with a literature study of the book of previous
scholars, contemporary, and fatwa. The research also parses comparison zakah management
in three countries that run through the zakah management system of the country, namely
Brunei Darussalam, Malaysia, and Pakistan. Results of research revealed that zakah can be
explored optimally if supported by active role of the State and its rules that support the
passage whole system of zakat. To realizing al-maqashid ash- shariah, so zakah should not
be separated from the institutional context. Over the leader of a Muslim country still
distribute zakat to needy people, and then zakah management that is integrated into state
system will bring mashlahah more for people than separate managing..

Keyword: figh, maqasid syariah, zakat

102



FAUZIAH, HANI. DIDIN HAFIDHUDDIN. HENDRI TANJUNG. (2018). ANALISIS MAQASHID ASY-SYARIAH
DALAM PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA. KASABA: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMY, (11)2, 102-127

I. PENDAHULUAN

Al-magqashid asy-syariah pada
dasarnya diaplikasikan oleh para ulama
figih dan ushul figh dalam proses ijtihad.
[a menjadi tool untuk menginterpretasi
nash ahkam, yakni Al-Quran dan Sunnah
tanpa keluar dari koridor syar’inya.
Namun di sisi lain, ia diperlukan untuk
mengukur sejauh ketepatan sebuah
penerapan syariah.

Dalam permasalahan ekonomi, para
ulama sejak masa Imam Al-Ghazali (505
M) telah bersepakat bahwa menjaga harta
(hifdz al-maal) adalah salah satu dari al-
magqashidasy-syariah yang pokok atau
termasuk ke dalam 5 (lima) kebutuhan
dasar manusia yang lima (dharuriyat al-
khams). Islam meletakkan pengelolaan
dan penjagaan harta sebagai sesuatu yang
sangat vital dalam kehidupan manusia.
Sehingga tak heran, banyak para ulama
yang menulis bab atau buku yang secara
khusus membahas al-maqashid asy-
syariah dalam ekonomi, diantaranya
adalah Imam Muhammad Thahir Ibnu
Asyur dalam bukunya “Al-Maqashid Asy-
Syari’‘ah Al-Islamiyah” dan DR. Yusuf al-
Qaradhawi dalam bukunya “Al-Maqashid
Asy-Syariah  Al-Muta’alliqah  bil Maal’.
Dengan demikian, maka aplikasi syariah
yang terkait dengan ekonomi tidak boleh
melupakan ruh dan
pensyariatannya, al-maqashid asy-syariah.

semangat

Begitu pentingnya hifdz al-mal dalam
Islam sehingga syariah Islam mengatur
dan menitipkan sebagian pengelolaanya
ke tangan Negara. Hal ini tidak lain dalam
rangka menjaga hak-hak ekonomi umat
sehingga aman berada dalam tata aturan
yang kuat dan jelas. Di antara hak
ekonomi umat yang paling vital adalah
hak memperoleh kesejahteraan dan
pemerataan hidup layak, sehingga umat
tidak jatuh pada kefakiran yang dapat

mengantarkan ke jurang kekufuran.
Permasalahan kesejahteraan dan
pemerataan hidup layak ini, dalam
tatanan figih dan sejarah pemerintahan
Islam, banyak bersinggungan dengan
penerapan  sistem  zakat.
sejarahnya, pemerintahan I[slam
memegang peranan besar dalam tatanan
sistem zakat.

Dalam

Sejumlah riset telah membuktikan
pengaruh zakat dalam perekonomian,
terutama terkait dengan upaya
pengentasan kemiskinan. Shirazi (1996)
menyimpulkan bahwa program zakat di
Pakistan
kesenjangan kemiskinan dari 11,2%
menjadi 8%. Shirazi juga menemukan
bahwa 38% rumah tangga Pakistan hidup
dengan pendapatan di bawah garis
kemiskinan versi pemerintah. Namun
angka tersebut akan naik menjadi 38,7 %
jika transfer zakat tidak dilakukan.
Patmawati (2006) juga mencoba untuk
menganalisa  peran  zakat
mengurangi angka kemiskinan dan
kesenjangan pendapatan di Malaysia.
Dengan mengambil sampel negara bagian
Selangor, Patmawati menemukan bahwa
zakat  memiliki  pengaruh
mengurangi tingkat kemiskinan dan
mempersempit kesenjangan pendapatan
masyarakat. Ini menunjukkan bahwa
pengelolaan zakat yang baik dan
terencana mampu mengentaskan
kemiskinan, paling tidak menguranginya.

mampu menurunkan

dalam

dalam

Namun, saat ini banyak
pemerintahan di negara-negara berbasis
masyarakat muslim yang masih abai
terhadap pengelolaan zakat. Sehingga
yang terjadi di lapangan adalah
kesemrawutan pengelolaan zakat.
Lembaga zakat yang jumlahnya banyak,
belum tertata alur dan arusnya secara
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sering sejalan. Alhasil, dana zakat yang
jika diakumulasikan dapat mencapai
jumlah yang cukup besar, didistribusikan
bak menabur garam di lautan, dibagikan
dan habis seketika. Padahal syari’ -
pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu
wa Ta’ala— tentulah tidak menghendaki
yang demikian dengan adanya
pensyariatan zakat ini. Keadaan demikian
membuat power zakat menjadi kurang
terasa.

Irfan Syauqi Beik pada tahun 2007
mengungkap, dengan menggunakan
asumsi bahwa potensi zakat adalah sama
dengan 2,5 persen dikali dengan total
GDP, menemukan bahwa potensi zakat
Turki mencapai angka 5,7 miliar dolar AS.
Sedangkan potensi zakat Uni Emirat Arab
dan Malaysia masing-masing sebesar 2,4
miliar dolar AS dan 2,7 miliar dolar AS.
Total potensi zakat seluruh negara-negara
Islam minus Brunei Darussalam adalah
sebesar 50 miliar dolar AS. Namun dari
sisi realisasi, secara umum dana zakat
yang berhasil dihimpun oleh masing-
masing negara tersebut masih sangat
kecil. Di Indonesia saja, menurut riset
yang dilakukan BAZNAS dan Fakultas
Ekonomi Manajemen (FEM) IPB tahun
2011 menunjukkan bahwa potensi zakat
nasional mencapai angka 3,4 persen dari
total Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan persentase ini, maka potensi
zakat di negara kita setiap tahunnya tidak
kurang dari Rp 217 triliun. Sedangkan
khusus mengenai potensi zakat dari Giro
Wadiah dan Deposito Mudharabah di
perbankan syariah, penelitian tersebut
potensi  zakat
masing-masing

menemukan bahwa
keduanya  mencapai
sebesar Rp 155 miliar dan Rp 739 miliar.
Namun pada kenyataanya, potensi yang
sedemikian besar itu hingga saat ini baru
tercapai 1% saja.
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Padahal pada faktanya, kemiskinan
dan kesenjangan sosial sudah menjadi
penyakit umum yang menjangkiti hampir
seluruh negara di dunia saat ini, termasuk
negara-negara  berbasis
muslim. Oxfam International merilis hasil
konferensi World Economic Forum yang
diselenggarakan di Davos, Switzerland
yang berjudul “Working for The Few”
mengungkap beberapa hal, diantaranya
mengenai economic inequality
(kesenjangan ekonomi) yang semakin
tinggi dan pesat, sehingga secara umum
kekayaan dunia terbagi dua; setengahnya
dikuasai oleh 1% orang-orang terkaya,
dan setengah sisanya dibagi-bagi untuk
99%. Total kekayaan yang dimiliki 1%
terkaya ini mencapai 110 trilyun US dolar
yang berarti 65 kali lipat dari total
seluruh kekayaan masyarakat di lapisan
bawah. Kesenjangan ekonomi yang fatal
ini  seiring dengan
ekonomi  kapitalis
milyaran orang bekerja keras tanpa
mendapatkan manfaat yang setara
dengan kerja kerasnya, melainkan
sebagian besar keuntungannya justru
mengalir ke pundi-pundi uang para
pemilik modal.! Sehingga golongan yang
kaya semakin kaya, dan golongan miskin
semakin miskin.

masyarakat

perkembangan
yang membuat

Di sisi lain, dalam tataran praktek di
tengah-tengah masyarakat, masih banyak
perilaku masyarakat yang menunjukkan
minimnya pengetahuan tentang betapa
pentingnya mengelola dana zakat secara
terorganisir. Fenomena tokoh masyarakat
atau kalangan kaya yang membagi zakat
mal-nya dengan cara membagi-bagikan
amplop di rumahnya serta membuat para
mustahiq berdesakan mengantri, sudah
merupakan kabar berita yang tak asing di

IRicardo Fuentes Nieva dan Nick Galasso, Working
For The Few, OXFAM House/OXFAM International,
Oxford: 20 Januari 2014, him. 2-3
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telinga. Tak jarang isian amplop yang
dibagikanhanya Rp.20.000-
Rp.50.000 perorang, jauh dari kaidah
kifayah yang diatur oleh figih. Banyak
juga yang menunaikan zakat maal-nya
cukup dengan memberikan sejumlah
uang ke orang tuanya, saudaranya, atau
kerabatnya di kampung
Kebiasaan-kebiasaan seperti itu
dilakukan tanpa memikirkan efek makro
yang ditimbulkan dari gaya berzakat yang
demikian.

berkisar

halaman.

Ditambah lagi, rebutan lahan yang
terjadi antar lembaga =zakat yang
jumlahnya sangat banyak di Tanah Air ini.
Satu orang muzakki tak jarang menjadi
rebutan beberapa lembaga zakat yang
berbeda. Berbagai program  zakat
digulirkan semenarik mungkin dengan
berbagai iklan dan promosi demi
menggaet para muzakki agar berzakat
melalui lembaga masing-masing. Di satu
sisi, hal ini meningkatkan kesadaran
berzakat masyarakat secara
Namun di sisi lain membuat hasil zakat
menjadi semrawut, tumpang tindih dan
tambal sulam, tidak bersifat
komprehensif dan permanen. Gaya
manajemen yang dipakai pun seringkali
adalah manajemen “yang penting
terkumpul  banyak, yang penting
tersalurkan”, selesai sampai di sana tanpa
pengaruh yang begitu berarti bagi sistem
sosial ekonomi masyarakat di negara
tersebut.

umum.

Pangkal dari permasalahan yang
menyebabkan rendahnya daya solutif
zakat, salah satunya adalah, berawal dari
pemahaman fiqih zakat yang masih belum
dipahami secara makro oleh banyak
kalangan,
pemerintah. Pemahaman figih zakat yang
masih berskala mikro, tanpa
memperhitungkan efek makro, turut

baik masyarakat maupun

melahirkan gaya pengelolaan zakat yang
masih terjerat euforia semata. Merasa
senang hanya dengan melihat angka-
angka di laporan tahunan zakat, tetapi
sering melupakan tujuan asasi dari zakat
yang seharusnya diwujudkan. Berlomba
memperbanyak jumlah donatur tanpa
akibat makro  yang
ditimbulkan dari “lalu lintas” zakat yang
saling bertabrakan satu sama lain. Oleh
karenanya, sangatlah perlu kita menelisik
ulang ke dasar awal diturunkannya
syariat zakat, dengan menggali al-
magqashid asy-syariah, figih zakat, dan
sejarah para generasi terdahulu umat.
Sehingga darinya dapat dianalisa pola
yang ideal dan
mengantarkan zakat kepada pencapaian
tertinggi dari energi potensialnya. Sejauh
manakah hubungan antara zakat dan
negara diperlukan demi mewujudkan al-
magqashid asy-syariah dari zakat? Oleh
karena itu, pengkajian  mengenai
pengelolaan zakat dalam sebuah negara
dari tinjauan figih, historis, dan aplikatif
perlu dilakukan guna
formula yang paling mendekati tujuan
pensyariatan al-maqashid asy-syariah)
dari zakat.

memikirkan

kondusif  untuk

menemukan

Berdasarkan latar belakang masalah
yang telah dikemukakan, maka dapat
didentifikasikan dan dirumuskan masalah
sebagai berikut,

a) Bagaimana pola umum pembayaran
zakat di masyarakat perkotaan (studi
kasus di Bogor)?

b) Apakah hukum pengelolaan zakat
oleh negara berdasarkan kajian figih?

c) Bagaimanakah sejarah pengelolaan
zakat oleh negara?

d) Bagaimana aplikasi pengelolaan zakat
oleh negara di era kontemporer?
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e) Apa sajakah al-maqashid asy-syariah
yang terkandung dalam pensyariatan
zakat?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penulisan tesis ini
adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif ini digunakan karena beberapa
pertimbangan, yaitu bersifat fleksibel,
sesuai dalam menganalisa suatu kajian
syariah. Pendekatan kualitatif juga sesuai
untuk mengkaji lebih dalam sejarah
pengelolaan zakat dalam pemerintahan
Islam pada masa terdahulu. Pendekatan
kaulitatif juga
diperlukanuntukmenganalisapenerapan

dan data-data perkembangan zakat pada
tiga negara yang telah mengelola
zakatnya melalui sistem negara, yakni
Brunei Darussalam, Malaysia, dan

Pakistan.

Begitupula dalam menganalisa hasil
sebaran angket yang dilakukan di awal
penelitian guna mengetahui gambaran
umum pandangan masyarakat terkait
hubungan zakat dan negara, penulis
menggunakan
kualitatif.

metode analisa data

Penelitian ini mengambil ruang
lingkup tentang pengelolaan zakat oleh
Negara menuju terwujudnya al-maqashid
asy-syariah zakat, yang dikaji dengan
tinjauan figih, historis, dan penerapannya
di beberapa Negara, serta melihat
pengaruh yang ditimbulkan dari jenis
hubungan yang diaplikasikan.

II1. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden
Dari data hasil

disimpulkan

berikut:

survey dapat
beberapa hal, sebagai
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a) Responden yang membayar zakat
maal secara bulanan sebanyak 35%,
dan sebanyak 32% membayar zakat
secara tahunan, serta masih ada 3%
responden yang belum tahu cara
membayar zakat.

b) Dari hasil survey terhadap responden
berstatus muzakki, dalam hal praktek
penyaluran zakat, ternyata baru 6%
responden yang menyalurkan
zakatnya lembaga zakat
negara, dan 8% dipotong langsung
dari gaji. Jika diasumsikan, yang
dipotong langsung gajinya termasuk
ke dalam penyaluran zakat melalui
lembaga negara, maka total sebanyak
14% yang menyalurkan zakat lewat
lembaga negara. Sebanyak 23% lebih
memilih untuk menyalurkan zakat
melalui lembaga zakat swasta. 26%
responden lebih memilih untuk
menyalurkan zakat lewat
ustadz/tokoh/masjid lokal tempat
mereka tinggal. Dan kelompok
terbanyak yakni sebanyak 37%
memilih untuk menyalurkan zakat
langsung tanpa melalui amil.

melalu

c) Terkait pandangan masyarakat
mengenai ruang lingkup zakat,
mayoritas responden muzakki-yakni
sebanyak 51% -- menganggap zakat
sebagai urusan pribadi
hamba dengan Allah. Hanya 23% yang
menganggap zakat sebagai urusan
yang bersifat nasional.

seorang

d) Sebanyak 56% responden muzakki
menganggap amil zakat resmi itu
perlu, sebanyak 23% menyatakan
sangat penting. Sebanyak 16%
menganggap biasa-biasa saja. 2%
menganggap tidak penting. Jadi
walapun dala tataran prakteknya,
masih banyak masyarakat yang
membayar zakat tanpa melalui amil,
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atau hanya melalui
lokal, prinsip
masyarakat menyadari pentingnya
peran amil zakat yang resmi.

ustadz/tokoh

namun secara

Sebanyak 77% responden muzakki
beranggapan seharusnya
negara atau pemerintah itu ikut
terlibat dalam pengelolaan zakat serta
bertanggung jawab akan pengelolaan
zakat tersebut. Ini adalah pemikiran
yang  sejalan dengan  kaidah
pengelolaan  zakat  sebagaimana
dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan
khulafaaurrasyidiin. Dari data
mengungkapkan bahwa sebetulnya

bahwa

ini,

masyarakat tidak keberatan, atau
bahkan mengharapkan, agar
pemerintah turut campur dalam

urusan zakat. Lalu, sebanyak 10%
responden beranggapan bahwa peran
pemerintah terhadap zakat hanyalah
cukup dengan himbauan-himbauan
saja. Hanya 1% responden yang
menganggap tidak adanya keterkaitan
antara negara dengan zakat.

34% responden bahwa
pengelolaan zakat di Indonesia telah
cukup baik dan teratur. Sebanyak
35% responden menilai
pengelolaan zakat sudah
teratur namun belum terasa hasilnya.
Hanya 18% yang menyatakan sudah
teratur dan terasa hasilnya. Hanya
ada 6% yang menanggap pengelolaan
zakat di Indonesia masih asal-asalan.

menilai

bahwa
cukup

Mengenai pengenalan responden
terhadap lembaga zakat negara,
dalam hal ini BAZNAS, sebanyak 50%
mengaku sudah mengenal BAZNAS
tetapi belum tahu bagiamana cara
membayar zakat ke BAZNAS.
Sebanyak 26% mengaku tahu, tetapi
belum mempercayakan zakatnya ke
BAZNAS. Lalu 13% responden

h)

mengaku hanya baru mendengar
nama BAZNAS 2%
mengaku tidak tahu menahu tentang
apa itu BAZNAS. Hanya 7% responden
yang mengenal BAZNAS

menyalurkan zakat lewat BAZNAS.

sesekali saja.

dan

Responden muzakki yang meyakini
bahwa jika zakat dikelola secara
profesional oleh pemerintah akan
membawa dampak perubahan baik
yang sangat besar ialah sebanyak
87%. Artinya responden secara
mayoritas tidak meragukan akan
adanya efek besar jika pengelolaan
zakat diemban negara dengan cara-
cara yang serius dan profesional
Hanya 6% responden yang masih
ragu-ragu, belum yakin akan hasil
yang mungkin dicapai dengan
pengelolaan zakat secara profesional
oleh pemerintah. Sedangkan 3%
menyatakan masih belum percaya
kepada lembaga negara (BAZNAS).
Dan tidak satu pun responden yang
mengatakan pengembanan
pengelolaan negara terhadap zakat
yang dilakukan secara profesional
tidak akan membawa perubahan. Hal
ini mengindikasikan adanya harapan
yang besar dari masyarakat terhadap
pemerintah terkait pengelolaan zakat.

Sebanyak 93% responden meyakini

bahwa zakat dapat mengobati
persoalan kemiskinan jika sistem
pengelolaan  zakat yang ada

diperbaiki. Hanya 3% yang masih
Dan hanya 2% yang
menganggap tidak ada hubungan
antara zakat dengan pengentasan
kemiskinan.

ragu-ragu.
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B. Analisis Hukum Pengelolaan Zakat
oleh Negara Berdasarkan Kajian
Fiqih
Pendapat para fugaha mengenai

hubungan negara dengan zakat tercermin

juga dari bagaimana
mendefinisikan  istilah amil zakat.

Sebagian besar fugaha menggunakan

istilah amil sebagai pihak yang diutus

resmi oleh pemerintah yang sah karena
memang yang dipahami dari sunah

mereka

Rasulullah SAW dan kekhalifahan
setelahnya.
Berdasarkan definisi yang

dikemukakan oleh para ulama di atas,
dapat disimpulkan, bahwa amil zakat
adalah wakil yang diangkat oleh penguasa
untuk memungut zakat dari para muzakki,
dan mendistribusikannya kepada
para mustahiq. Tugas yang diberikan
kepada amil tersebut bersifat mewakili
tugas yang semestinya dipikul oleh
pemerintah. Sebab, hukum asal tugas
mengambil dan mendistribusikan zakat
tersebut merupakan tugas pemerintah.

Berdasarkan paparan di atas jelaslah
bahwa syarat agar bisa disebut sebagai
amil zakat adalah diangkat dan diberi
otoritas oleh penguasa muslim untuk
mengambil zakat dan
mendistribusikannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah
dipaparkan mengenai pendapat para
ulama terkait hubungan zakat dan negara,
secara umum ada lima pendapat terkait
hal itu:

a) Pendapat pertama, mengatakan
kewajiban membayar zakat kepada
negara -tanpa membedakan amwal
adz-dzahirah dan bathinah-- dan
negara wajib melakukan pengelolaan,
penagihan, dan penyaluran. Ini adalah
pendapat yang dianut oleh Abu Bakar
ra, Umar bin Khaththab ra, An-
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Nawawi, Ibnu Hazm, Abu Bakar Al-
Jashshash, seluruh fugaha Sya’biy,
Muhammad bin Ya'laa, Ibnu Raziin,
Al-Auzaa’iiy, Syeikh "Aidh Fadhl Asy-
Sya‘rawiy.

b) Pendapat kedua, wajib menyalurkan
melalui penguasa untuk jenis amwal
dzahirah saja, dan boleh menyalurkan
langsung untuk amwal bathinah. Ini
adalah  pendapat yang dianut
Madzhab Maliki, Madzhab Hanafiyyah,
Utsman bin ‘Affah ra, Ali bin Abi
Thalib ra, Abu Ubaid Al-Qasim, Prof.
DR. Wahbah Zuhailiy, DR. Abdul Qadir
Zallum, Syaikh Muhammad bin
Ibrahim bin Abdul Latif.

c) Pendapat ketiga, tidak
mewajibkannya, sehingga pemilik
harta boleh
menunaikan secara langsung atau
melalui pemerintah. Namun
menyalurkan melalui penguasa yang
amanah ialah lebih utama. Pendapat
ini sejalan dengan qaul jadid dari
Madzhab Syafi'i.

memilih untuk

d) Pendapat Kkeempat, mewajibkan
pembayaran zakat ke negara dengan
syarat pemerintahnya muslim dan
adil. Yang mengemukakan pendapat
ini ialah ulama-ulama Malikiyyah,
DR.Yusuf Al-Qaradhawi, Sayyid Sabigq,
Rashid Ridha, Syaikh Muhammad bin
Ibrahim bin Abdul Latif.

e) Pendapat kelima, yang menyatakan
bahwa menyerahkan zakat secara
langsung lebih utama. Pendapat ini
diambil oleh ulama-ulama madzhab
Hambali.

Ulama yang mewajibkan
pembayaran zakat kepada pemerintah
dan mewajibkan pemerintah untuk
mengelola zakat (pendapat pertama,
kedua, dan keempat), ketiga kelompok
tersebut secara umum berlandaskan
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kepada dalil-dali yang mewajibkan
pembayaran zakat melalu negara.

Sedangkan kelompok yang tidak

mewajibkan zakat melalui negara,
yakni kelompok ketiga dan kelima,
memahami QS At-Taubah ayat 60

mengenai peran negara sebagai amil
zakat, tidak mengartikannya
sebagai suatu yang wajib. Kelompok
ketiga, tidak menganggapnya wajib,
namun hanya keutamaan saja. Sedangkan
kelompok kelima justru menyatakan,
dengan kondisi perubahan
menunaikan zakat secara langsung lebih
utama.

namun

zaman,

Dalil-dalil yang menguatkan bahwa di
era setelah khulafaurrasyidin
diperbolehkan untuk menunaikan zakat
secara langsung, adalah beberapa atsar
berikut:

a) Dari Sa’id ibnul Magbari, ia berkata,
“Saya pernah mendatangi Umar ibnul
Khaththab. Lalu saya  berkata
kepadanya, ‘Wahai Amirul Mukninin,
ini adalah zakat hartaku. Saya pernah
membawakannya sebanyak dua ratus
dirham.” Lalu Umar berkata, ‘Apakah

engkau telah merdeka, wabhai
Kaysan? Saya jawab, ‘Ya.” Umar
berkata, ‘Pergilah engkau dan

”m

bagikanlah zakat hartamu itu.

b) Dari Ibnu Juraij, ia berkata, “Saya
“Atha’,
memberikan

pernah bertanya
Apakah engkau
keringanan kepadaku bahwa aku akan
menyerahkan zakat hartaku kepada
para mustahaq-nya ataukah aku harus
menyerahkannya kepada para
pemimpin?’ “Atha’ berkata, ‘Apabila
engkau telah menyerahkan zakat

kepada

hartamu itu kepada para mustahagq-
nya dan engkau tidak memberikannya
kepada salah seorang keluarga yang

menjadi tanggung jawabmu, maka
yang demikian itu diperbolehkan.”

c) Dari Ibnu Umar bahwa ia telah rujuk
dan membatalkan pendapatnya yang
menyatakan bahwa zakat harta mesti
diserahkan kepada
pemimpin. Ibnu
“Serahkanlah harta
kepada
langsung.”

sultan atau
Umar berkata,
zakatmu itu

mustahaq-nya secara

d) Dari Hasan, ia berkata, “Apabila zakat
harta diserahkan kepada penguasa,
maka yang demikian itu dibolehkan
dan sah. Apabila ia tidak diserahkan
kepada penguasa, hendaklah kamu
bertakwa kepada Allah dan hendaklah
menyerahkan kepada para mustahaq-

nya. Jangan sampai engkau
memberikan zakat  harta itu
berdasarkan kepada sistem
nepotisme.”

C. Analisis Pengelolaan Zakat oleh
Negara
Dari uraian sejarah zakat pada masa
kekhalifahan juga  dapat
disimpulkan beberapa hal berikut:

tersebut

a) Tingkat perolehan zakat berbanding
lurus dengan tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap
pengelola/lembaga amil/pemerintah
yang mengurus urusan zakat tersebut.
Tingkat kepercayaan tersebut tumbuh
sejalan dengan tingkat keamanahan
dan keimanan pengelola tersebut.
Semakin tinggi tingkat kepercayaan
masyarakat, semakin tinggi tingkat
kepatuhan untuk

membayar

lembaga/negara. Hal tersebut nampak
jelas pada masa khalifah Umar bin

Abdul Aziz, yang tingkat kepercayaan

masyarakat pada masanya sangat

masyarakat

zakat melalui

tinggi sehingga banyak masyarakat
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yang dengan sukarela membayar
kembali zakat melalui pemerintah,
padahal pada
sebelumnya mereka lebih memilih
untuk membayar
kepada mustahig.

masa kekhalifahan

zakat langsung

Tingkat pembayaran zakat langsung
berbanding terbalik dengan tingkat

keseriusan pemerintah dalam
pengelolaan zakat. Semakin rendah
keseriusan pemerintah dalam

mengelola dana zakat, semakin tinggi
jumlah praktek pembayaran zakat
langsung di tengah-tengah
masyarakat. Hal ini nampak pada
masa pasca runtuhnya Turki Utsmani,
manakala pemungut zakat resmi
sudah hampir tidak ada lagi, maka
pembayaran zakat menjadi simpang-
siur, masyarakat menyalurkan zakat
tanpa arahan yang jelas, sehingga
mereka menyalurkan melalui tokoh-
tokoh setempat yang mereka kenal.

Hubungan antara penerapan regulasi
sanksi bagi pihak pelanggar dengan
perolehan zakat adalah berbanding
lurus. Regulasi sanksi ini bersifat dua
arah; yakni sanksi terhadap oknum
amil yang tidak amanah, dan sanksi
terhadap masyarakat yang lari dari
kewajiban zakat.

Sanksi terhadap oknum amil yang

tidak amanah, menjaga
lembaga/pemerintah dari
menurunnya tingkat kepercayaan

masyarakat untuk membayar zakat

melalui lembaga/pemerintahan
tersebut. Sehingga stabilitas
pembayaran zakat melalui

lembaga/negara tetap terjaga. Selain
itu, sanksi terhadap oknum amil yang
nakal, efek takut
(tarhib) bagi amil lainnya untuk tidak
melakukan kesalahan yang sama.

menimbulkan
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Sanksi jenis ini dicontohkan oleh
Rasul yang mengganti amil yang tidak
amanah dengan amil baru.

Sedangkan sanksi terhadap
masyarakat yang lari dari kewajiban
zakat, sebagaimana yang dicontohkan
oleh Khalifah Abu Bakar ra yang
menyatakan perang terhadap orang
yang lari kewajiban zakat,
merupakan bentuk tanggung jawab
pemerintah muslim untuk melakukan
hisbah atau amar ma'ruf nahi munkar
terhadap masyarakat yang
dipimpinnya, sehingga masyarakat
menunaikan kewajibannya membayar
zakat terbebas dari
meninggalkan zakat. Efek yang
dihasilkan dari hisbah tersebut adalah
adanya efek psikologis, yakni efek
jera, sehingga bukan hanya mendapat
hukuman di akhirat saja, namun juga
mendapat hukuman yang akan
ditemuinya segera di dunia, yakni dari
sanksi yang diterapkan. Karena pada
dasarnya,  kebanyakan
bersifat lupa akan akhirat, lupa akan
peringatan Allah. Sebagaimana firman
Allah Ta'ala dalam QS.Yunus ayat 92

dari

dan dosa

manusia

Semakin tinggi tingkat penerapan
regulasi sanksi kepada masyarakat,
menyebabkan semakin tingginya
kesadaran dan kedisiplinan masyarakat
terhadap pembayaran zakat,
semakin  tinggi  perolehan
Wewenang penerapan regulasi sanksi ini

maka
zakat.

- dalam aturan figih Islam - hanya
diberikan kepada negara/pemerintahan
muslim saja, tidak bisa diberikan kepada

selainnya, seperti pemerintahan non-
muslim, lembaga swasta, apalagi
perorangan.

c¢) Tingginya beban pajak atau beban
biaya wajib lainnya berbanding

terbalik dengan perolehan zakat.
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Semakin tinggi beban pajak, semakin
rendah tingkat perolehan zakat. Hal
ini jelas dirasakan pada masa daulah
Abasiyyah, yang mengalami
penurunan tingkat pembayaran zakat
masyarakat, yang salah satu faktor
penyebab merosotnya ialah tingginya
beban pajak/ushr. Dan dibuktikan
pula pada masa Khalifah Umar bin
Abdul Aziz yang menurunkan bahkan
menghapuskan beberapa pajak yang
membebani masayarakat,
menghapuskan jizyah dari anggota
masyarakat yang telah masuk agama
Islam, menghapuskan pungutan-
pungutan liar yang sebelumnya sering

diambil dari para petani, serta
menghapuskan bea cukai yang
mengikat. Bahkan saking

melimpahnya, dan tidak ditemui lagi
fakir miskin untuk penyaluran zakat
di masa Umar bin Abdul Aziz tersebut,
maka orang-orang yang punya
kewajiban uhsr dan jizyah akhirnya

dibayarkan negara dengan dana zakat.

Dalam rantai panjangnya,
pengurangan  beban-beban  tersebut
justru  menyebabkan  perekonomian

masyarakat menggeliat, sektor pertanian
dan perniagaan berkembang, dan justru
menyebabkan pemasukan
kharaj menigkat secara otomatis seiring
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rantai pendeknya, pengurangan
beban membuat zakat lebih mudah
ditunaikan karena penghasilan/gaji yang
diterima tidak habis
dipakai membayar beban-beban biaya
lainnya. Salah satu contoh kontemporer
ialah yang dilakukan pemerintah Malasyia
menjadikan zakat sebagai pengurang
pajak, yang meningkatkan
perolehan zakat dan pajak.

zakat dan

banyak untuk

justru

d) Inovasi-inovasi ijtihadiy yang
dilakukan dalam rangka
meningkatkan  pengelolaan  zakat

diperbolehkan selama berada dalam

rel syariah. Justru inovasi-inovasi
seperti  itu  diperlukan  untuk
menyesuaikan teknis pengelolaan

dengan kondisi yang ada di zaman
tersebut sehingga menjadi lebih
efektif. Itulah yang dicontohkan oleh
Khalifah Umar bin Al-Khaththab,
dengan membentuk dewan-dewan
pada Baitul Mal dan mengatur ulang
pola administrasi kenegaraannya.
Sehingga selalu terjadi perbaikan
pengelolaan dari masa ke masa, tidak
bersifat jumud atau stagnan.

Dalam praktek pemungutan zakat,
yang dicontohkan oleh Rasulullah dan
khulafaurrasyidin ~ adalah
jemput bola. Negara mengirim para
amil zakatnya untuk datang ke
rumah-rumah para pemilik harta
(rabbul-maal)
perhitungan serta penaksiran. Cara
yang lebih jitu
meningkatkan kedisiplinan
membayar zakat, karena diantara
manusia ada yang bakhil, ada yang
terlupa, ada yang lalai, dan ada juga
yang tidak tahu bagaimana cara
menghitung dan membayar zakat. Di
era kontemporer ini, teknis jemput
bola  dapat dilakukan dengan
pemotongan langsung dari gaji
pegawai yang wajib zakat oleh negara
melalui

teknis

dan melakukan

inilah dalam

sistem-sistemnya,
sebagaimana yang dterapkan oleh
Pakistan dan Malaysia, dan hal
terbukti sangat efektif
mengurangi jumlah wajib zakat yang

tersebut

lari dari kewajibannya.

Buku operasional yang jelas mengenai
besaran zakat, teknis pengumpulan,
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pengelolaan, dan distribusi zakat
adalah sebuah hal yang menunjang
keberhasilan pengelolaan zakat di
suatu negara. Hal tersebut telah
dicontohkan oleh Rasulullah SAW
dengan membuat buku panduang

yang diberikan kepada para amil

zakat, lalu buku tersebut
dipergunakan di masa
khulafaurrasyidin.  Umar bin Abdul

Aziz mengetahui betul urgensi buku
semacam ini, sehingga
memerintahkan pegawainya untuk
mencari buku tersebut, lalu kemudian
menerapkannya. Dan hasilnya,
pengelolaan zakat pada masa Umar
bin Abdul Aziz merupakan yang
paling gemilang di zamannya. Hal
inilah yang dilakukan oleh
pemerintah Brunei Darussalam yang
mencetak buku petunjuk opreasional
zakat yang menjadi panduan standar
bagi para amil zakatnya.

beliau

Dalam mendistribusikan zakat,
Rasulullah dan Abu Bakar
mencontohkan agar harta zakat

dibagikan sampai habis kepada para
mutahignya sesegera yang
dibutuhkan. Hal ini dilakukan sebagai
bentuk tanggung jawab terhadap para
mustahiq dan amanah terhadap harta
zakat yang dititipkan, sehingga tidak
mendzhalimi para mustahiq yang
membutuhkannya.

Tak ada satu riwayatpun -yang
ditemui penulis - yang menceritakan

bahwa Rasulullah SAW dan
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khulafaurrasyidin menyuruh orang-
orang miskin berkumpul di satu
tempat lalu membagikan
Artinya, pada dasarnya, tugas amil
zakat negara tidak hanya menjangkau
muzakki  dan

zakat.

menjemput  zakat
darinya, tapi juga harus menjangkau
mustahiq dan membagikannya
langsung ke rumah-rumah mereka.
Banyak kelebihan dari sistem ini jika
dibandingkan dengan meminta para
fakir miskin datang mengantri di satu
tempat; diantaranya adalah lebih
menjaga muru'ah (harga diri) di
mustahiq, terhindar dari bentuk-
bentuk penipuan karena amil melihat
langsung mustahiq  di
rumahnya, serta adanya komunikasi
langsung antara amil dengan
mustahiq yang memungkinkan amil
memberikan nasehat-nasehat yang
baik sesuai kondisi yang diperlukan
mustahiq, adanya kedekatan secara
psikologis antara negara dnegan
rakyatnya. Hal ini juga dilakukan di
masa khalifah Umar bin Abdul Aziz,
bahkan  beberapa  kali
memerintahkan para pegawai negara
untuk turun ke jalan-jalan, mengecek
kondisi masyarakat, mencari orang-
orang yang membutuhkan.

kondisi

beliau



FAUZIAH, HANI. DIDIN HAFIDHUDDIN. HENDRI TANJUNG. (2018). ANALISIS MAQASHID ASY-SYARIAH
DALAM PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA. KASABA: JOURNAL OF ISLAMI